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PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 4.TAHUN 2011

TENTANG

PE RTANGG U NG]AWABAN PE LAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2O1O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

bahwa untuk melakanakan ketentuan pasal 184 (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor B

Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3

Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelalaanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemerika Keuangan paling

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimakud pada huruf a perlu

ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban PelaKanaan APBD

Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2009.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten

Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan

Tenga

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran

Negara Republi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Nqara Re

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambE,han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia

Nomor 4355);
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B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a3B9);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa00);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah diubah dengan Undang-Undang nomor B Tahun 2005

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005

Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang - Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor aB9);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5aC) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4B), Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49); Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

20, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

21, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a576);

22, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577);



23. peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a57B);

24. peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25. peraturan pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46L4);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Keuangan Daerah;

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

27. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Nomor 13

Tahun2006tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerah;

28. peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

29. peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur

pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

30. peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

31. peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 1);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun

2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nornor 120 Seri A)

Dengan Pesetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

dan
BUPATI GUNUNG MAS

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN]A DAER.AH KABUPATEN GUNUNG MAS

TAHUN ANGGARAN 201O

Pasal 1

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
a. Laporan realisasi anggaran
b. Neraca
c. Laporan arus kas: dan
d. Catatan atas laporan keuangan

2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan
ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a tahun anggaran 201A
sebagai berikut :

a. Pendapatan
b. Belanja

Surplus/defisit

c. Pembiayaan
Peneriman pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan
Surplus/defisit

Rp 10.675.441.415,12

Rp 458.383.292.053,14
Rp 447.7A7.851.038,02

Rp 56.790.007.724,98
Rp 3.625.000.000,00

Rp 53.165.007.724,9E



Pasal 3

UraianlaporanrealisasianggaransebagaimanadimaksLtddalamPasal2sebagai
berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan

sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan

b' Realisasi 
setisih tebiht(kurang)

sejumlah Rp. 4.648.522-960,14 dengan rincian

Rp 453.727.532.701,00

2. selisih anggaran dengan realisasi belania sejumlah (Rp'58'494'745"595'96) dengan rincian

sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan

b. Realisasi
Selisih lebih/(kurang)

Rp 506.202.596.633,98

selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 63'143.268.556,10 dengan rincian

sebagai berikut :

a. Anggaran surplus/defisit setelah perubahan

b. Realisasi
Selisih Iebih/(ku rang)

Rp (s2.475.063.s32,98)

4. Selisih anggaran dengan realisasipenerimaan pembiayaan sejumlah (Rp. 153.284.896,00) dengan

rincian sebagai berikut .

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan

b. Realisasi
Selisih lebihl(kurang)

56.975.063.932,98
Rp 56.790.007,724-9q
Rp (185.0s6.208,00)

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp. 875.000.000,00)

dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 4.500.000.000,00

b. Realisasi Bl 3.625 000'000,00
Rp (875.000.000,00)

Rp. 721.71 5.'l 04.00 dengan rincian

Rp 52.475.063.932,98
Rp 53.165.007.724,98
Rp 689.943.792,00

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal t huruf b per 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut :

Rp 1.190.268.162.s20,49
Rp 105.274.276,19
Rp 1.190.162.888.644,30

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada pasal t huruf c untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 DesemberTahun 2010 sebagai berikut:

Selisih lebihl(kurang)

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan
b. Realisasi

Selisih lebih/(kurang)

Pasal 4

a. Jumlah aset
b. Jumlah kewajiban
c. Jumlah ekuitas

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2010
b. Arus kas dari aktivitas operasi
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
e. Arus kas dari aktivitas nonanggaran
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2010

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal t huruf d tahun anggaran 2010
memuat informasi baik secara kuantitatif maupLln kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal t huruf d tercantum
dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiridari :

Rp 56.152.472.12A,17
Rp 155.615.536.924,62
Rp (144.940.095.909,50)
Rp (3.535.905.000,00)
Rp 476.931.146,00
Rp 63.768.939.289,29

Laporan realisasi anggaran ;

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah
daerah dan organisasi.

a. Lampiran I

Lampiran 1.1

Ro 458.383.292'053,14
Rp 4.655'759.352,14

Rp 447.7A7.851.A38,02

np (58.494.745.595,96)

Rp 10.6JI14-1-.01!-,12
Rp 63.150.504.948,10

Rp



Lampiran 1.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah

daerah, organisasi, pendapatan, belania dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belania daerah menurut urusan
pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran 1.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan

keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan daerah;

Lampiran 1.5 Daftar piutang daerah;
Lampiran 1.6 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya;

Lampiran 1.7 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.

Lampiran 1.8 Daftar Penyerlaan Modal
Lampiran 1.9 Daftar Kegratan Tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali tahun ini

Lampiran 1.10 Daftar Dana Cadangan
Lampiran 1.11 Daftar Pinjaman Daerah

b. Lampiran li Neraca
c. Lampiran lll LaPoran arus kas

d. Lampiran lV Catatan atas laporan keuangan

Pasal I

Bupati menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD sebagai rincian lebih lanjut dari perlanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 29 September 2011

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 29 September 2011

SEKRETAR]S DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

Ir,I(AMIAR
PEMBINA UTAMA MUDA

NrP. 19s71021 198903 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2011 NOMOR!@enrn
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